
BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 3381188.4.s/ TAHUN 2022

TENTANG

PENEtrAPAN PB.'ABAT PENGELOLA, PENATAUSAHAAN DAN
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH DT LINGKUNGAN

PEMERINTAH IGBUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : I (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, Bupati berwenang menetapkan
Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang
Milik Daerah;

b. bahwa unhrk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu
menunjuk Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna
Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Biak Numfor;

c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan
Kepuhrsan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola,
Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah di
Linglnrngan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun
Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun L969 tentanl
Pembenttrkan Propinsi lrain Barat dan Kabupaten-Kabupater
Otonomi di Provinsi Irian Barat (kmbaran Negara Republil
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan kmbarar
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun L999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembarart
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3
tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tanrrbahan kmbaran
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4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2OO4

tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a335);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa00l;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun
ZO14 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

g. undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

g. undang-undang Nomor 15 Tahun 2AL9 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peratrrran Penrndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

10. undang-undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Kedua atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan kmbara.n
Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 66971;

11.Undang-Undang Nomor O1 Tahun 2022 tentang Hubgngan
Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
67571;

12. Peratrrran Pemerintah Republik Indonesia Nomor I Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6la\

13. Perahrran Pemrintah Republik Indonesia Nomor 38 Tattun
2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daearah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
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L4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor

i rO, Tamabaf,an Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 | Tahun 2olo tentang

standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Rep-ublik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61781;

18. Perahrran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peratrrran Pemerintah Nomor 18 Tahun
2OL6 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a02l;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OL9 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 42, Tarrrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

20. Perahrran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor
142, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1a25);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5a7l;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Neeera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15.
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peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 70 Tahun 2}tg Tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL9 Nomor 111a);

peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2o2o Tentang Pedoman Teknis
pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2O2O Nomor 178U;

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun
2Ol8 tentang Perubahan Pertama Atas Perahrran Daerah
Nomor 3 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan susunan
perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran

Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2OL8 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1

Tahun 2olg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun
2OL9 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2olg-2o29 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak
Numfor Tahun 2O2O Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4
Tahun 2o2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran
2022 ( Lembaran Daerah l(abupaten Biak Numfor Tahun
2O2L Nomor 4);
peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 49 Tahun 2O2l
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah di Linglcungan Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun
2O2L Nomor 49);

Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 73
Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Biak
Numfor Tahun 2O2l Nomor 73).

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

Menetapftan Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna
Barang MiUk Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantrrm
dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat Pengelola, Penatausatraan dan Pengguna Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terdiri

KEDUA
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Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang yang
berwenang dan bertanggungiawab :

a. Meneliti dan menyehrjiu rencana kebutuhan barang
milik daerah;

b. Meneliti dan menyetqiui rencana kebutuhan
pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;

c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
Bupati Biak Numfor;

d. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disehrjui oleh Bupati atau Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Biak Numfor;

e. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan
inventarisasi barang milik daerah; dan

f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah.

2. Kepala organisasi Perangkat Daerah (oPD) selaku pejabat
penatausatraan barang milik daerah berwenang dan
bertanggungiawab :

a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetqiuan dalam pen5rusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah kepada pengelola barang;

b. Membanttr meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang;

c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
atas pengajuan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetqiuan BuPati;

d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang
untuk mengatur pelaksanaan penggunaan,
pemanflaatan, pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah
yang telah disetqiui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan
Ralcyat Daeratr (DPRD);

f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaart
koordinasi inventarisasi barang milik daerah;

g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari
Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan hrgas dan fungsi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sedang tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Bupati melalui
Pengelola Barang serta barang milik daerah yang berada
-^.l^ -^-^^l^l^ l^^*^aa.
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h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud Pada huruf g;

i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

j. Menyusun laporan barang milik daerah;

3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (oPD) selaku Pejabat
Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai wewenang dan
tanggungiawab :

a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah bagi organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang diPimPinnYa;

b. Mengajukan permohonan penetapan status p€nggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang dipimpinnYa;

e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah
yang berada dalam Penguasaannya;

f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daeratr berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persehrjuan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain
tanah dan/ atau bangunan;

g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfiaatkan pihak
lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
atas penggunaan barang milik daerah y$g ada dalam
penguasaannya; dan

j. Menyusun dan penyampaikan laporan pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU harus taat, setia, jujur serta
Uertanggungiawab atas tugasnya yang berpedoman pada
ketentuan Perahrran Perundang-Undangan yang berlaku serta
wqiib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

KEtrIGA
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KEEMPAT Segala biaya yarag tirrbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2OZZ.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanqgal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATT BIAK NUMFOR
CAP/TTD

HERRY ARIO NAAP

Salinan Keputusan ini disarnFraikarr keeadaYth :

1, Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepla Biro Hukum setda Papua di Jayapura;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Inspektur Inspektomt Pr,ovinsi Papua di Jayapura;
5. DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten BiaI( Numfor di Biak;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
9. Pimpinan Bank Papua Cahng Biak di Biak; dan
1O. Yang bersangkutan untuk diketatrui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

sesuai dengarlgsli

6ttlwmg
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